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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 188.4/153  /Kpts – Disbun/I/2010
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN 
TANAMAN PERKEBUNAN ( P2TP ) KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
	Menimbang

Mengingat 

Menetapkan 



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
	:

:

:



:

:

:

:
	a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan                     ( P2TP ) Kalimantan Timur pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan                      ( P2TP ) Kalimantan Timur pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

5. Undang –undang………..

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 867 / Kpts /OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan PartisipasiMasyarakat
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

14. Peraturan Daerah Kaltim No.2/2009/Retribusi Pemakaian Kekayaan            Daerah ; 
15. Peraturan Daerah Kaltim No.16/2009/ Retribusi Pelayanan Sarana Proteksi           
16. Peraturan Gubernur Kaltim No.20/2009/Organisasi danTata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan Prov. Kaltim ;
MEMUTUSKAN
Standar Pelayanan Publik Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan( P2TP ) Kalimantan Timur pada    Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

Standar Pelayanan Publik Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan( P2TP ) Kalimantan Timur pada   Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

1. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
2. Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan  ( OPT )
3. Penanggulangan Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
4. Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
5. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, berupa 
6. Identifikasi ……………..
6.      Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
7. Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan   ( OPT )
8. Penanggulangan Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
9. Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
10. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, berupa Asrama dan Ruang Pertemuan
11. Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan( P2TP ) Kalimantan Timur pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan      :     Samarinda

Pada Tanggal  :     08 Juni 2010  

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H.M. NURDIN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640510 199010 1 001




Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Gubernur Kalimantan Timur

2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

3. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian

4. Ketua BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Lampiran Keputusan Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Timur
Nomor    : 188.4/         /Kpts-Disbun/        /2010
Tanggal :  08 Juni 2010

Standar Pelayanan Publik Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan( P2TP ) Kalimantan Timur pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
A. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan                        ( P2TP ) Kalimantan Timur adalah pelaksana teknis dinas di lapangan. Dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  Nomor 20 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,Tugas pokoknya adalah Melaksanakan sebagian kegiatan teknis opersional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan. 
Keberadaan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan   ( P2TP ) Kaimantan Timur  sebagai unsur pelaksana teknis dinas, sangatlah diperlukan, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dearah Kab./Kota, dimana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Bidang Perlindungan Perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diantaranya melakukan identifikasi Perkembangan OPT,memberikan Rekomendasi pengendalian OPT serta Pengendalian dan Penanggulangan eksplosi OPT / fenomenal Wilayah Provinsi.
Perlindungan Tanaman dilakukan sebagai asuransi dan upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan                  ( OPT ) dilaksanakan dengan menerapkan Metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT), diantaranya adalah Pengendalian dengan kultur teknis, pengendalian hayati, pengendalian secara kimiawi dan pengendalian dengan varietas tahan. 

Pengendalian hayati dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati sangat dianjurkan dalam pengendalian OPT karena ramah lingkungan.  

          Dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan poelayanan sesuai denganperaturan  perundanganbagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perundangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public
3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. Tanaman adalah tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan dalam keadaan dan bentuk apapun juga.
5. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
6. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT dilokasi tertentu
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak,mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan
8. Jenis Kegiatan Perlindungan Tanaman berupa ;

a. Pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain didalam wilayah NKRI
b. Pengendalian OPT
c. Eradikasi OPT
9. Pencegahan masuknya OPT tersebut diatas dilakukan dengan tindakan karantina berupa ; pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Dimana dilaksanakan oleh Karantina Tumbuhan
10. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap Tanaman
11. Pengendalian OPT dilakukan dengan Sistim Pengendalian Hama  Terpadu     ( PHT )
12. Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya di musnahkan dalam rangka eradikasi dapat di berikan kompensasi atau bantuan ,  dapat berupa uang, sarana produksi bantuan kemudahan untuk melakukan usaha lain.
13. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh   perangsangtumbuh, bahanlain, sertaorganisme renik ataupirus yang digunakanuntuk melakukan perlindungan tanaman .
14. Sistim Pengendalian Hama Terpadu (PHT ) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan Hidup.
15. Teknik pengendalian OPT dimaksud dilaksanakan dengan :
a. Cara fisik melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu

b. Cara mekanik melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia

c. Cara budidaya melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam

d. Cara biologi melalui pemanfaatan musuh alami OPT

e. Cara genetik melalui manipulasi genbaik terhadap OPT maupun terhadap tanaman

f. Cara kimiawi melalui pemanfaatan pestisida dat atau

g. Cara lain sesuai perkembangan teknologi

16. Tujuan Pengendalian OPT adalah untuk menekan populasi dan atau tingkat serangan OPT agar tidak merugikan secara ekonomis dan aman bagi manusia serta lingkungan
17. Sarana Pengendalian OPT dapat berupa ;
a.      Alat dan mesin

b.      Musuh Alami

c.      Pestisida
18. Pelaksana Pengendalian OPT adalah:
a.        Perorangan ataubadan hokum yangmemiliki dan atau menguasai  tanaman

b.       Kelompokdalammasyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan OPT
c.        Pemerintah
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati atau mengawasi keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan factor-faktor yang mempengaruhinya, dilakukan secara berkala pada tempat tertentu
20. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan factor-faktor yang mempengaruhinya, dilakukan secara berkala pada tempat tertentu
21. Eksplosi adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak,populasinya berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat .
22. Musuh Alami adalah  semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkankematian OPT ,dimana musuh alami dapat berupa predator, parasit, parasitoid dan pathogen
a. VISI :

Terwujudnya Pengendalian organisme penganggu tumbuhan secara arif,terpadu dan ramah lingkungan
b. MISI :

Mengembangkan Sistim PelayananDan Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Perkebunan
c. Ruang Lingkup Tugas:
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan  Tata Kerja Unit  Pelaksana Teknis Dinas /UPTD Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan( P2TP ) Kalimantan Timur ;

· Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 

· Fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional pengembangan perlindungan tanaman perkebunan ; 
2. Pelaksanaan kebijakan teknisoperasional pengembangan perlindungan tanaman perkebunan ;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan perlindungan tanaman perkebunan ; 
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan ; 
5. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ( POPT )  
6. Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh Kerpala Dinas sesuai dg tupoksinya ; 

d. Jenis – Jenis Pelayanan Publik :

1. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
2. Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan  ( OPT )
3. Penanggulangan Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
4. Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
5. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, berupa ;
· Asrama dan Ruang Pertemuan
6. Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi
B.    STANDAR PELAYANAN

1. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
a.       Persyaratan Pelayanan ;
1) Laporan  Perkembangan OPT dari Dinas yg membidangi Perkebunan di Kab/ Kota ;
2) Mengajukan Surat Permohonan

3) Permohonan  ditujukan ke Disbun Prov.Kaltim ;
4) Tembusan ke UPTD P2TP Kaltim ;
5) Photo gejala serangan yg menyerang tanaman  atau Sampel bagian tanaman yg terserang  atau Sampel Hama/Larva/telurnya 
6) Bagi PBS & PBSN harus melampiri : Dokumen ( ijin lokasi, IUP, HGU, Perbenihan )
7) Hasil Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Baru  akan di kirimkan ke Puslit/Balit & Direktorat Perlindungan Perkebunan,Kementrian Pertanian
b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

Tidak Ada

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

20 ( dua puluh ) Hari

d.        Prosedur Penyelesaian Pelayanan

1) Staf Sie HPG  mempersilahkan klien mengisi buku tamu
2) Staf Sie HPG mengisi formulir konsultasi         dan formulir tanda terima Sampel HPG , ditandatangani oleh Staf Sie HPG dan Klien
3) Staf Sie HPG melaporkan dan mengantarkan Klien ke Kasi HPG dan menyerahkan sampel hama/bagian tanaman yg terserang dan data pendukungnya kemudian Klien berkonsultasi dg Kasie HPG tentang perkembangan OPTnya, sampel HPG, bagian tanaman yang terserang,kerusakan tanaman akibat hama.
4) Kasie HPG menunjuk Pejabat Fungsional /Petugas Lab. untuk melakukan identifikasi:

· Gejala  Serangan oleh Hama dg melihat kerusakan pada tanaman,missal bekas ; gigitan,tusukan,gerekan,

· Berdasarkan OPT yang menyerang, misalnya ; Telur,larva,pupa,imago,
·  Gejala Serangan Penyakit secara umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu ; Bercak (plesionekrosis, holonekrosis, menguning, kelayuan, hawar, busuk,kanker dan rebah semai), keriput                                        ( kerdil,klorosis,mosaik,albinasi) dan bengkak                                                                ( gigantisme,kudis,kalus,fasikulasi )
· Penyebab Penyakit ada 4 yaitu ; bakteri,jamur,virus,nematoda
5) Bila sampel tidak memadai untuk dilakukan identifikasi, maka dapat mengambil sampel di lapangan .
6) Bila Identifikasi jenis OPTnya Baru, maka dapat berkonsultasi dengan Balai terkait dan dilaporkan ke Direktur Perlinbun

7) Kasie HPG membuat  surat Rekomendasi  Hasil Identifikasi dan  ditandatangani oleh kepala Dinas Perkebunan Prov.Kaltim 
8) Staf HPG Menyerahkan Rekomendasi Hasil Identifikasi Kepada Klien
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan :
Surat Rekomendasi Hasil Identifikasi Jenis OPT
f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana

1. Staf Subbag TU urusan kearsipan sebanyak 1 orang 
2. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
3. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
4. Kasi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
5. Kasi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
6. Pejabat Fungsional POPT Ahli sebanyak 1 orang
7. Pejabat Fungsional POPT Terampil sebanyak 1 orang
8. Kepala UPTD sebanyak 1 orang
g.     Sarana dan Prasarana Pelayanan

1) Alat dan Mesin Pertanian serta Bahan

2) Lab. Hama
3) Lab Penyakit 
4) Laporan Perkembangan OPT

5) Buku-buku Pedoman Pengendalian OPT yg telah ada ;
6) Buku-buku Determinisasi Serangga dan Patogen ;
7) Kendaraan   Operasional
2. Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan  ( OPT )
a. Persyaratan Pelayanan

1) Laporan  Perkembangan OPT dari Dinas yg membidangi Perkebunan di Kab/Kota ;
2) Mengajukan Surat Permohonan

3) Permohonan  ditujukan ke Disbun Prov.Kaltim ;
4) Tembusan ke UPTD P2TP Kaltim ;
5) Photo gejala serangan yg menyerang tanaman  atau Sampel bagian tanaman yang  terserang  atau Sampel Hama/Larva/telurnya
6) Bagi PBS & PBSN harus melampiri: Dokumen ( ijin lokasi,IUP,HGU,Perbenihan) 
b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

Tidak Ada
c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

7 ( tujuh ) Hari
d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

1) Apabila  populasi dan atau tingkat serangan OPT menimbulkan kerugian secara ekonomis
2) Pejabat Fungsional POPT Ahli  melakukan Pemantauan dan Pengamatan ;

· Tabulasi dan Analisa Data

· Menghitung intensitas serangan  dan Kerugian hasil 

· Aspek ekologi, ekonomis ,sosial.teknis

· Tindakan Pencegahan 
· Tindakan Penanggulangan ;
3)    Kasie HPG membuat  surat Rekomendasi  Pengendalian dan  ditandatangani oleh   kepala Dinas Perkebunan Prov.Kaltim Isi : Pencegahan dan penanggulangan OPT

4)    Penyampaian surat Rekomendasi Pengendalian

5)    Sosialisasi dan Aplikasi Rekomendasi Pengendalian  oleh UPTD 
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan Diterima oleh              Pelanggan :
1) Surat Rekomendasi Pengendalian

2) Sosialisasi dan Aplikasi Rekomendasi Pengendalian  oleh UPTD 
f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana

1.  Staf Subbag TU sebanyak 1 orang
2.  Staf Seksi Pengembangan Pengend.Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
3. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
4. Kasi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
5. Kasi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
6. Pejabat Fungsional POPT Ahli sebanyak 1 orang
7. Pejabat Fungsional POPT Trampil sebanyak 1 orang
8. Kepala UPTD sebanyak 1 orang
9. Petugas Pengamat OPT Kab./Kota sebanyak 1 orang
g. Sarana dan Prasarana Pelayanan

1) Alat dan Mesin Pertanian serta Bahan
2) Laporan Perkembangan OPT
3) Lab. Hama, Lab Penyaki t,Lab.BCA, Rumah Kaca ;
4) Buku-buku Pedoman Pengendalian OPT yg telah ada ;
5) Buku-buku Determinisasi Serangga dan Patogen ;
6) Kendaraan Operasional
3.  Penanggulangan Eksplosi OPT
a. Persyaratan Pelayanan

1) Laporan  Perkembangan OPT dari Dinas yg membidangi Perkebunan  di Kab/Kota ;
2) Mengajukan Surat Permohonan
3) Identitas Pemohon
4) Permohonan  ditujukan ke Disbun Prov.Kaltim ;
5) Tembusan ke UPTD P2TP Kaltim ;
6) Photo gejala serangan yg menyerang tanaman  atau Sampel bagian tanaman yg terserang  atau Sampel Hama/Larva/telurnya
7) Bagi PBS & PBSN harus melampiri : Dokumen ( ijin lokasi,IUP,HGU,Perbenihan
8) Penanggulangan Eksplosi OPT di lakukan apabila ;
· Terjadi serangan yg sifatnya mendadak 

· Populasinya berkembang dengan cepat 

· Menyebarluas dg cepat 

· Sumber serangan yg membahayakan ( OPT Baru ) 

· Tidak tertangani oleh perorangan/badan hukum yg memiliki / yg menguasai tanaman 

b.  Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

 Tidak Ada

c.  Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
7 ( tujuh ) Hari

d.  Prosedur Penyelesaian Pelayanan
1). Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi apabila ;

a. Serangan yg sifatnya mendadak

b. Populasi berkembang sangat cepat

c. Menyebar luas dg cepat

d. Sumber serangan membahayakan 
e. Tidak tertangani oleh Perorangan /Badan Hukum yg menguasasi tanaman Lintas kab/kota

2)    Pejabat Fungsional POPT Ahli  melakukan Pemantauan dan Pengamatan ;

a. Tabulasi dan Analisa Data

b. Menghitung intensitas serangan dan Kerugian Hasil 

c. Aspek ekologi, ekonomis ,sosial.teknis

d. Penanggulangan  Eksplosi

3)   Kasie HPG membuat  surat Rekomendasi  Penanggulangan Eksplosi OPT

      dan  ditandatangani oleh kepala Dinas Perkebunan Prov.Kaltim

4)   Kepala UPTD Mengkoordinasikan pelaksanaan Penanggulangan Eksplosi  dengan ;

a. Direktorat Perlindungan Perkebunan
b. Dinas Perkebunan Provinsi ( Bidang Perlintan )
c. Pemerintah Kab./Kota

d. Dinas yang membidangi Perkebunan di Kab./Kota
e. Camat dan Kepala Desa

f. Kelompok Tani/Petani

5) UPTD membantu sosialisasi teknis pengendalian
6) Pejabat Fungsional POPT Trampil menyiapkan  sarana pengendalian

7) UPTD membantu pelaksanaan Pengendalian

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan
1) Surat Rekomendasi Penanggulangan Eksplosi OPT
2) Sosialisasi teknis pengendalian OPT
3) Membantu pelaksanaan pengendalian

f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana.
1. Staf Subbag TU sebanyak 1 orang
2. Staf Seksi Pengembangan Pengend.Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
3. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
4. Kasi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma sebanyak 1 orang
5. Kasi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
6. Pejabat Fungsional POPT Ahli sebanyak 1 orang
7. Pejabat Fungsional POPT Terampil sebanyak 3 orang
8. Kepala Bidang Perlintan Disbun Prov. Kaltim sebanyak 1 orang
9. Kepala UPTD sebanyak 1 orang
10. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim sebanyak 1 orang
11. Petugas Pengamat OPT Kab./Kota sebanyak 1 orang
g. Sarana dan Prasarana Pelayanan

1) Alat dan Mesin Pertanian
2) Musuh Alami 
3) Pestisida 
4) Lab. Hama,Lab.Penyakit
5) Kendaraan Operasional
4. Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )
a. Persyaratan Pelayanan

1. Mengajukan Surat Permohonan.

2. Identitas Pemohon

3. Permohonan ditujukan ke Disbun prov. Kaltim

4. Tembusan ke UPTD P2TP Kaltim

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

Tidak ada
c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

5 ( lima ) Hari
d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

1. Staf Sie Penyakit  mempersilahkan klien/Pengguna  mengisi buku tamu

2. Klien berkonsultasi dengan Penyedia / Kasi Penyakit tentang Diklat Pengendalian OPT yang diperlukan

3. Kasi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma membuat draf surat persetujuan Diklat Pengendalian OPT

4. Penyampaian Surat Persetujuan Diklat Pengendalian OPT

5. Pelaksanaan Diklat Pengendalian OPT

6. Sertifikat
e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan Diterima oleh Pelanggan

      Diklat Pengendalian OPT
f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana

1. Staf Subbag TU sebanyak 1 orang
2. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 2 orang

3. Kasi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang

4. Pejabat Fungsional POPT Ahli sebanyak 1 orang

5. Pejabat Fungsional POPT Terampil sebanyak 3  orang

6. Kepala UPTD sebanyak 1 orang

7. Kepala Bidang Perlindungan Tanaman sebanyak 1 orang

8. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim sebanyak 1 orang

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan

1. Tempat Pelatihan
2. Alat, Mesin dan Bahan 

3. Lab.Hama, Lab.Penyakit, Lab.BCA,Rumah Kaca

4. Kendaraan operasional
5. Kebun Koleksi
     5. Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Asrama  

         dan Ruang Pertemuan. 

         ( Perda Kaltim No. 2/2009/ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)
a. Persyaratan Pelayanan.

1. Untuk Pengguna Institusi/lembaga mengajukan surat permohonan pemakaian asrama dan ruang pertemuan kepada  Kepala Dinas Perkebunan Prov.Kaltim dengan tembusan kepada Kepala UPTD – P2TP perihal Jadwal, hari/tanggal serta jumlah peserta.

2. Untuk pengguna penginapan asrama perorangan dapat langsung datang menemui petugas asrama 

3. Identitas Pemohon
4. Permohonan ditujukan ke Disbun Prov. Kaltim
5. Tembusan  ke UPTD P2TP Kaltim

6. Membayar Retribusi

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya ;
(  Besarnya tarif untuk pemakaian asrama ditetapkan sebagai berikut :

1. Kamar bawah  fasilitas : AC, TV,Spring Bed ,Kamar Mandi di dalam .

·   Kedinasan
Rp. 60.000,- per orang/hari

·   Umum
Rp. 75.000,- per orang/hari

2. Kamar bawah  fasilitas : Kipas Angin, TV,Spring Bed ,Kamar Mandi di dalam .

·   Kedinasan
Rp. 50.000,- per orang/hari

·   Umum
Rp. 65.000,- per orang/hari

3. Kamar atas  fasilitas : Kipas Angin, Spring Bed ,Kamar Mandi di luar .

·   Kedinasan
Rp. 20.000,- per orang/hari

·   Umum
Rp. 25.000,- per orang/hari

4. Ruang Pertemuan .

Kapasitas 60 orang , kursi kuliah, warless,Infokus, AC, Sofa Meja Rapat, Meja Hidangan

·   Kedinasan
Rp. 250.000,-  perhari

·   Umum
Rp. 275.000,-  perhari

(  Jumlah kamar untuk lantai atas sebanyak 8 kamar dan untuk lantai bawah sebanyak 

    5 kamar serta ruang pertemuan sebanyak 1 ruangan

(  Cara Pembayarannya melalui bendahara penerimaan pembantu UPTD dan 
    kemudian disetorkan ke Bendahara Penerimaan Disbun Prov.Kaltim.Setelah itu  

    oleh Bendahara Penerimaan tersebut disetor ke Bank BPD Kaltim ( Ke Rekening 
    BUD )
c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan :
30 ( tiga puluh ) menit untuk cek in dan cek out
d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

1. Staf subbag TU mempersilahkan klien / pengguna mengisi buku tamu 

2. Klien berkonsultasi dengan penyedia /Ka. Subbag TU tentang Pemakaian Asrama dan Ruang Pertemuan 

3. Ka. Subbag Tata Usaha membuat Draf Surat Persetujuan pemakaian Asrama dan Ruang Pertemuan  
4. Penyampaian Surat Persetujuan Pemakaian Asrama dan Ruang Pertemuan
5. Pemakaian Asrama dan Ruang Pertemuan oleh Pengguna 

6. Retribusi Pemakaian Asrama dan Ruang Pertemuan kepada Pengguna  
7. Bendaharawan Penerimaan Pembantu UPTD P2TP melakukan Pemungutan Retribusi . 
8. Bendaharawan Penerimaan Pembantu UPTD menyetor hasil Retribusi ke Bendaharawan Penerimaan Disbun Prov. Kaltim  
9. Bendaharawan Penerimaan Disbun Prov. Kaltim menyetor ke Bank BPD ke rekening BUD  
e.  Spesipikasi Produk / Hasil Pelayanan yang diterima oleh pelanggan   
Pelayanan Penginapan Asrama dan Pelayanan Penggunaan  ruang pertemuan

f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana

1. Cleaning Service  sebanyak 4 orang
2. Staf  subbag TU urusan RTD ( Petugas Asrama) sebanyak 1 orang
3. Staf  subbag TU urusan kearsipan  sebanyak 1 orang
4. Kasubbag TU sebanyak 1orang
5. Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD P2TP  sebanyak 1 orang
6. Bendahara Penerimaan Disbun Prov Kaltim sebanyak 1 orang
7. Kepala UPTD sebanyak 1 orang
8. Kepala Dinas Perkebunan Prov Kaltim  sebanyak 1 orang
g. Sarana dan Prasarana Pelayanan

1. Alat dan  Mesin serta Bahan seperti;

a. Kamar Asrama

b. Tempat Tidur dan perlengkapannya
c. Kamar Mandi / Toilet
d. Dapur

e. Meja / Kursi Tamu

f. Meja / Kursi Rapat

g. Sarana Parkir

h. Sound system dan Infocus

i. Alat dan Bahan Kebersihan 

j. Mushalla

k. Kendaraan Operasional

2. Pembukuan Penerimaan Kas
5. Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi
( Perda kaltim No. 16 / 2009 / Retribusi Pelayanan Sarana Proteksi )
a. Persyaratan Pelayanan :
1. Mengajukan Surat Permohonan

2. Identitas Pemohon

3. Pemohon ditujukan ke Disbun Prov. Kaltim

4. Tembusan ke UPTD P2TP Kaltim

5. Membayar Retribusi

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

(   Biaya per kg sudah dalam bentuk kemasan sebesar Rp.25.000,- dimana Pungutan    

     Retribusinya sebesar  Rp. 5.000, per kg .
(   cara pembayarannya melalui bendahara penerimaan pembantu UPTD dan 
     Kemudian disetorkan ke Bendahara Penerimaan Disbun Prov.Kaltim.Setelah itu 
     Oleh Bendahara Penerimaan tersebut disetor ke Bank BPD Kaltim ( Ke Rekening 
     BUD )
c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

7 ( tujuh ) Hari
d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

1. Staf kasi penyakit mempesilahkan klien/pengguna mengisi buku tamu

2. Klien berkonsultasi dengan penyedia / kasie penyakit tentang penggunaan sarana proeksi

3. Kasi penyakit membuat draf Surat Persetujuan penggunaan sarana proteksi

4. Penyampaian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Proteksi

5. Penggunaan Sarana Proteksi

6. Retribusi Penggunaan sarana proteksi ( Sesuai perda kaltim No. 16 / 2009 / Retribusi Pelayanan Sarana Proteksi )
7. Bendaharawan Penerimaan Pembantu UPTD P2TP melakukan pemungutan Retribusi

8. Bendaharawan Penerimaan Pembantu UPTD menyetor hasil Retribusi ke Bendaharawan Penerimaan Disbun Prov. Kaltim

9. Bendaharawan Penerimaan Disbun Prov. Kaltim menyetor ke Bank BPD ( ke Rekening BUD )

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan

- Trichoderma Harzianum 
- Trichoderma Koningii

- Metharizium
f. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana
1. Staf Subbag TU sebanyak 1 orang
2. Staf Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 2 orang
3. Kasi Pengembangan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 orang
4. Pejabat Fungsional POPT Ahli sebanyak 1 orang
5. Pejabat Fungsional POPT Terampil sebanyak 3 orang
6. Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD P2TP sebanyak 1 orang
7. Bendahara Penerimaan Disbun Prov Kaltim sebanyak 1 orang
8. Kepala UPTD sebanyak 1 orang
9. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim sebanyak 1 orang
g.    Sarana dan Prasarana Pelayanan

1. Alat dan Mesin Pertanian 

2. Bahan pembuatan Agens Pengendali Hayati

3. Lab. Hama,Lab.Penyakit,Lab. BCA 

4. Kendaraan Operasional

5. Pembukuan Penerimaan Kas
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